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ABSTRAK 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik 

dan Kompetensi Guru (Permendiknas No. 16/2007) 

menetapkan standar pendidikan yang berlaku di secara 

nasional. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk meningkatkan 

profesionalisme guru dan meningkatkan kualitas pendidikan. 

Peraturan ini mencakup persyaratan minimal pendidikan untuk 

guru, yaitu Sarjana (S1) atau Diploma IV. Peraturan ini juga 

menguraikan empat kompetensi utama guru kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional. Kemampuan untuk mengelola 

pembelajaran siswa adalah kompetensi pedagogik, sedangkan 

kompetensi sosial adalah kemampuan berkomunikasi dan 

berinteraksi dengan baik, kompetensi kepribadian adalah 

kepribadian guru, dan kompetensi profesional adalah 

kemampuan untuk memahami materi pelajaran dengan baik. 

Melalui penerapan Permendiknas ini, diharapkan peningkatan 

kualitas pendidikan di Indonesia dapat dicapai melalui pengembangan dan peningkatan kapasitas guru 

yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif dan komparatif melalui 

studi kepustakaan. Data dikumpulkan melalui buku bacaan, jurnal, peraturan pemerintah dan catatan yang 

berkaitan dengan materi yang di bahas. 
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PENDAHULUAN 

Guru memegang peran penting dalam merancang strategi pembelajaran, dan keberhasilan proses 

pembelajaran sangat bergantung pada penampilan guru dalam mengajar. Seseorang yang telah melewati 

pendidikan tertentu yang dirancang untuk mempersiapkan mereka sebagai seorang guru dapat 

melaksanakan kegiatan mengajar dengan baik dan benar. Kompetensi guru merupakan kemampuan 

seorang guru dalam melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab dan layak di mata pemangku 

kepentingannya (Zakiah & Ainiyah, 2019). Guru adalah pendidik profesional yang bertanggung jawab untuk 

mengajar, mengajar, membimbing, mengarah, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa di jalur pendidikan 

anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Menurut UU Nomor 14 tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen Pasal 4, kedudukan guru sebagai tenaga profesional meningkatkan martabat mereka dan 

peran mereka sebagai agen pembelajaran meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Guru harus memiliki 

kompetensi akademik, sertifikat pendidik, kesehatan jasmani dan rohani, dan kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 

tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru menetapkan standar akademik yang harus 

dimiliki seorang guru. Kualifikasi akademik dan kompetensi guru ini berlaku di seluruh negara, termasuk 

kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi kepribadian. Namun 
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demikian, guru tidak memenuhi standar masyarakat. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 

tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru menetapkan standar akademik 

yang harus dimiliki seorang guru. Kualifikasi akademik dan kompetensi guru ini berlaku di seluruh negara, 

termasuk kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi kepribadian. 

Sebaliknya, guru tidak memenuhi standar masyarakat. Menurut Undang-undang Guru dan Dosen, seorang 

guru profesional adalah seorang guru yang memiliki kompetensi akademik yang relevan dengan mata 

pelajaran yang diajarkannya (Umasugi et al., 2014). Dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik di 

sekolah, guru memikul beban yang sangat besar. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik, 

kompetensi guru harus ditingkatkan secara berkelanjutan dan terprogram melalui berbagai sistem 

pembinaan profesi. Dengan memiliki kompetensi ini, seorang guru akan menjadi profesional, baik secara 

akademis maupun non akademis. Hal penting untuk setiap guru dalam jenjang pendidikan apapun adalah 

kompetensi. Guru yang terampil juga harus memiliki kepribadian yang baik dan mampu menyesuaikan diri 

dengan masyarakat (Sowiyah, 2010). Kompetensi guru dapat didefinisikan sebagai keseluruhan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan dalam perilaku cerdas dan penuh tanggung jawab 

yang ditunjukkan oleh seorang guru saat menjalankan pekerjaannya. Sangat jelas bahwa seorang guru 

harus memiliki keahlian dalam disiplin ilmunya, memahami materinya, dan dapat berinteraksi sosial dengan 

siswa, guru, kepala sekolah, dan masyarakat secara keseluruhan. Ini sejalan dengan pendapat Makmun 

bahwa setiap kompetensi pada dasarnya terdiri dari enam komponen: (1) Performance (penampilan), 

penampilan yang sesuai dengan bidang profesinya, (2) Subject Component (komponen subjek), 

penguasaan bahan atau substansi pengetahuan dan keterampilan teknis yang berkaitan dengan bidang 

profesinya, (3) Professional (profesional), kemampuan intelektual seperti berpikir logis, pemecahan masa, 

dan keterampilan teknis sesuai bidang profesinya, 4) Process (proses), kemampuan intelektual seperti 

berpikir logis, memecahkan masalah, kreatif, dan membuat keputusan; (5) Adjusment (penyesuaian), 

penyesuaian diri, (6) Attitude (sikap): sikap dan nilai kepribadian. Sebagai profesi, tanggung jawab guru 

sangat penting. Untuk melakukan pekerjaan ini, seseorang harus memiliki keahlian tertentu, yaitu menjadi 

guru. Seseorang yang tidak memiliki keahlian akademik tidak boleh melakukan pekerjaan ini secara 

sembarangan. Akibatnya, tanggung jawab guru tidak hanya mendidik tetapi juga mengajar  Jasmani dan 

Mustofa 2013 (dalam Farihah et al., 2021). Selanjutnya, pemerintah, melalui Menteri Pendidikan Nasional, 

mengeluarkan peraturan untuk menetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Tujuannya 

adalah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru di Indonesia, sehingga meningkatkan kualitas 

pendidikan.  

 

METODE PENELITIAN 

Pernerlitian ini mernggurnakan mertoder pernerlitian derskriptif kuralitatif yang dianalisis dari surdurt pandang 

langkah-langkah permburatannya. Adapurn langkah-langkah dalam mermburat kerbijakan adalah perrerncanaan 

yang merlipurti isur kerbijakan, agernda kerbijakan, perrurmursan masalah kerbijakan, formurlasi kerbijakan, 

lergitimasi kerbijakan, dan sosialisasi kerbijakan, implermerntasi kerbijakan dan ervalurasi kerbijakan . Pernerlitian 

ini mernggurnakan mertoder pernerlitian kuralitatif-derskriptif dan komparatif merlaluri sturdi kerpurstakaan. Data 

dikurmpurlkan merlaluri burkur bacaan, jurrnal, perraturran permerrintah dan catatan yang berrkaitan derngan materri 

yang dibahas. Pernurlisan artikerl ini mermiliki fokurs yang dikhursurskan pada Perrmerndikas No. 16 Tahurn 2007 

yang mermbahas terntang Standar Kuralifikasi Akdermik dan Komperternsi Guru 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Pengertian Kebijakan dan Pentingnya Kebijakan 

Pengertian Kebijakan  

Kata "kebijakan" berasal dari bahasa Yunani, "Polis", yang berarti "kota". Dalam hal ini, kebijakan 

berkaitan dengan konsep pengaturan organisasi dan merupakan cara formal yang digunakan oleh 

pemerintah dan lembaga untuk mencapai tujuannya. Kebijakan pendidikan adalah keseluruhan proses dan 

hasil dari perumusan langkah-langkah strategis pendidikan, yang terdiri dari visi dan misi pendidikan, untuk 

mencapai tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat dalam jangka waktu tertentu, khususnya untuk 

pendidikan dasar Muchlis dalam (Tawa, 2019). Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kebijakan 

pendidikan termasuk dalam kategori kebijakan publik, khususnya kebijakan publik di bidang pendidikan. 

Oleh karena itu, kebijakan pendidikan bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan negara 

dan bangsa sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. Kebijakan pendidikan 

adalah suatu penilaian sistem nilai dan faktor kebutuhan situasional. Ini digunakan dalam organisasi sebagai 
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perencanaan umum untuk membantu membuat keputusan untuk mencapai tujuan pendidikan. Hough 

(1984), dikutip oleh Mudjia Rahardjo (2012), juga mengatakan bahwa ada beberapa arti untuk kebijakan. 

Kebijakan dapat berarti berbagai tujuan, rencana atau usulan, program, keputusan, dan pengaruh, serta 

undang-undang atau peraturan. Kebijakan pendidikan adalah suatu produk yang dirancang untuk berfungsi 

sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan tentang pendidikan secara legal-netral dan disesuaikan 

dengan lingkugan hidup pendidikan. Menurut buku Ali Imron Analisis Kebijakan Pendidikan, kebijakan 

pendidikan termasuk dalam kebijakan negara. Carter V. Good (1959) mendefinisikan kebijakan pendidikan 

sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan pada sistem nilai dan beberapa penilaian faktor situasional. 

Pertimbangan ini digunakan sebagai dasar untuk menjalankan pendidikan yang melembaga (Rozak, 2021). 

Kebijakan pendidikan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peraturan yang mengatur 

sistem pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, banyak kebijakan pendidikan dibuat untuk 

mempermudah dan memfasilitasi penyelenggara pendidikan dan masyarakat untuk mengembangkan 

pendidikan dengan cara yang inovatif (Junaid, 2016). Faktor-faktor yang saling berhubungan, termasuk 

pendidik, peserta didik, tujuan pendidikan, alat pendidikan, dan lingkungan, berkontribusi pada pencapaian 

tujuan pendidikan (Dewi, 2016). Pendidikan dan kebijakan tidak dapat dipisahkan, kebijakan yang baik 

selalu berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan akan selalu ada kaitanya dengan kebijakn-kebijkan baik 

yang dikeluarkan oleh pimpinan. Dan seorang pemimpin haruslah memiliki prinsip profesionalisme 

(Saharudin & Lubna, 2023) 

Pentingnya Kebijakan 

Berbagai alasan mengapa kebijakan pendidikan penting adalah karena pendidikan adalah 

kebutuhan yang signifikan dan penyelenggaraannya beragam. Pembelajaran sangat terkait dengan prinsip-

prinsip seperti agama, kepercayaan, adat istiadat, suku dan ras, ekonomi, sosial budaya, politik, dan 

pemerintahan. Pendidikan menghadapi banyak masalah karena merupakan kebutuhan hidup orang banyak 

yang memiliki nilai yang beragam. Baik masalah penyelenggaraan dan kualitas maupun perselisihan atau 

konflik nilai. Masalah satu terkait dengan masalah lain. Timbulnya masalah pada bagian lain dipengaruhi 

oleh penyelesaian parsial. Masalah pendidikan sangat sulit untuk diselesaikan jika ditangani secara parsial 

dan oleh kelompok terbatas. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan sangat penting karena berfungsi sebagai 

kekuatan untuk menancapkan pengaruhnya terhadap pendidikan untuk memenuhi harapan masyarakat 

seperti agama, kepercayaan, status sosial dan ekonomi, politik, keamanan, budaya, tuntutan pekerjaan dan 

kemajuan, dan kepentingan pemerintah. Ini berarti bahwa kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan 

berbagai dimensi dan masalah penting masyarakat (Rusdiana, 2014). Kebijakan pendidikan sangat penting 

untuk membangun sistem pendidikan yang adil dan berkualitas tinggi. Untuk beberapa alasan, kebijakan 

pendidikan sangat penting: 

1. Mengorientasikan Tujuan Akademik, kebijakan pendidikan berfungsi sebagai pedoman untuk 

penyelenggaraan pendidikan negara. Kebijakan menetapkan tujuan pendidikan, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang, dan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan 

pendidikan, termasuk pemerintah, sekolah, guru, dan siswa. 

2. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran, kebijakan pendidikan yang berhasil dapat meningkatkan 

kualitas pendidikan. Ini dapat dicapai melalui berbagai strategi, seperti, meningkatkan kualitas guru 

dan staf pendidik lainnya, menyediakan infrastruktur dan sarana pendidikan yang memadai, 

mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman, dan meningkatkan akses 

pendidikan untuk semua siswa di seluruh negeri 

3. Menjamin Kesetaraan Pendidikan, untuk mencapai pemerataan pendidikan, kebijakan pendidikan 

sangat penting. Ini berarti memastikan bahwa setiap anak di seluruh negara memiliki kesempatan 

yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi, tidak peduli kelas sosial mereka atau 

status ekonomi mereka. Tujuan ini dapat dicapai melalui kebijakan afirmatif seperti beasiswa dan 

bantuan pendidikan 

4. Persiapan untuk Generasi Mendatang, pendidikan sangat penting untuk menyiapkan generasi yang 

berkualitas dan berdaya saing di masa depan. Kebijakan pendidikan yang tepat dapat membantu 

menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk 

menghadapi tantangan yang akan datang di abad ke-21 

5. Mendorong Kreativitas dan Inovasi, kebijakan pendidikan yang mendorong kreativitas dan inovasi 

dapat mendorong kemajuan negara 

Langkah-Langkah Membuat Kebijakan 

Proses pengambilan kebijakan menurut Islami dalam (RD, 2021) terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya: 
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1. Perumusan Masalah Kebijakan 

Tahap ini mencakup upaya untuk menemukan dugaan tersembunyi, mendiagnosis penyebabnya, 

memetakan tujuan yang memungkinkan, menyatukan pendapat yang berbeda, dan membuat rancangan 

kebijakan baru. Proses kebijakan  dimulai dengan kegiatan merumuskan masalah, karena keberhasilan atau 

kegagalan proses perumusan kebijakan akan sangat memengaruhi proses pembuatan kebijaksanaan 

seterusnya 

2. Agenda Kebijakan 

Ada banyak masalah umum yang hanya sedikit yang ditangani oleh pembuat kebijakan publik. 

Agenda kebijakan diciptakan oleh pilihan dan kecenderungan pemuat kebijakan. Tidak ada masalah yang 

benar-benar masuk ke dalam agenda kebijakan sebelum mereka bersaing dengan masalah lain 

3. Pemilihan Alternatif Kebijakan Untuk Memecahkan Masalah 

Setelah masalah didefinisikan dengan jelas dan para perumus kebijakan setuju untuk 

memasukkannya ke dalam agenda kebijakan, langkah selanjutnya adalah membuat solusi. Menyusun dan 

mengembangkan serangkaian tindakan yang diperlukan untuk memecahkan masalah dikenal sebagai 

perumusan usulan kebijakan. Proses dalam kegiatan ini termasuk: a) Menemukan alternatif; b) 

Mendefinisikan dan merumuskan alternatif; c) Menilai setiap alternatif yang tersedia; dan d) Memilih 

alternatif yang paling memuaskan atau paling mungkin untuk dilaksanakan 

4. Tahap Implementasi dan Penetapan Kebijakan  

Proses pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari proses penetapan atau pengesahan 

kebijakan setelah keputusan untuk menggunakan salah satu opsi kebijakan untuk menyelesaikan masalah 

kebijakan. Dalam penetapaan kebijakan itu sendiri, tahapan penetapan dan implementasi adalah yang 

tersulit karena tidak akan berjalan mulus atau tanpa masalah 

Adapun tahap-tahap dalam membuat kebijakan yaitu: 

1. Perencanaan Kebijakan 

Pada tahap perencanaan kebijakan meliputi menentukan isu kebijakan, menyusun agenda 

kebijakan, menentukan jenis agenda kebijakan yang digunakan dan merumuskan masalah kebijakan yang 

akan dibuat 

2. Formulasi Kebijakan 

Setelah isu dan masalah pendidikan dimasukkan ke dalam agenda kebijakan, langkah berikutnya 

adalah membuat solusi kebijakan yang berbeda. Pada tahap ini, berbagai opsi kebijakan dikaji dan 

dievaluasi secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti: 

 

Kerlayakan kerbijakan dalam konterks sosial, politik, dan erkonomi Erferktivitas kerbijakan dalam merncapai turjuran 

yang diinginkan Erfisiernsi pernggurnaan surmberr daya yang terrserdia Keradilan dan kersertaraan bagi sermura 

permangkur kerperntingan 

3. Komurnikasi dan Sosialisasi Kerbijakan 

Komurnikasi adalah bagian pernting dari prosers kerbijakan, saat mermburat kerbijakan perndidikan. 

Komurnikasi yang erferktif dapat mermbantur mermastikan bahwa sermura permangkur kerperntingan mermahami 

kerbijakan, merndurkurng perlaksanaannya, dan berrpartisipasi dalam ervalurasinya 

4. Implermerntasi Kerbijakan 

Mermburat rerncana implermerntasi yang lerngkap yang merncakurp waktur, surmberr daya, dan alokasi 

anggaran, merngiderntifikasi dan merlibatkan pihak-pihak pernting yang berrtanggurng jawab urnturk 

mernjalankan kerbijakan 

5. Ervalurasi Kerbijakan 

Merlakurkan ervalurasi sercara berrkala urnturk mernilai serberrapa erferktif dan berrdampak kerbijakan dan 

merngurmpurlkan urmpan balik dari para permangkur kerperntingan urnturk mernermurkan hambatan dan perrbaikan 

Informasi Kebijakan 

Gurrur adalah perndidik profersional derngan turgas urtama merndidik, merngajar, mermbimbing, 

merngarahkan, merlatih, mernilai, dan merngervalurasi perserrta didik pada perndidikan anak ursia dini jalurr 

perndidikan formal, perndidikan dasar, dan perndidikan mernerngah. Perndidik harurs mermiliki kuralifikasi 

akadermik dan komperternsi serbagai agern permberlajaran, serhat jasmani dan rokhani, serrta mermiliki 

kermampuran urnturk merwurjurdkan turjuran perndidikan nasional. Kerbijakan yang dikerlurarkan yaitur Perraturran 

Mernterri Perndidikan Nasional Nomor 16 tahurn 2007 tanggal 4 Meri 2007 terntang Standar Kuralifikasi 

Akadermik dan Komperternsi Gurrur. Yang di dalam  Perrmerndiknas ini diaturr merngernai standar kuralifikasi 

akadermik yang wajib dipernurhi olerh serorang gurrur berrikurt komperternsi yang harurs dikurasainya. Kerbijakan 

standar kuralifikasi akadermik dan komperternsi gurrur yang terrdapat dalam Perrmerndiknas No. 16 Tahurn 2007 
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merngaturr terntang syarat-syarat yang harurs dipernurhi olerh gurrur dalam merlaksanakan turgasnya. Kuralifikasi 

akadermik dan komperternsi gurrur ini berrlakur sercara nasional, yaitur komperternsi perdagogik, komperternsi 

kerpribadian, komperternsi sosial, dan komperternsi proferssional.Namurn di lain sisi, komperternsi gurrur mernurrurt 

anggapan masyarakat masih rerndah. Hal ini diturnjurkkan derngan masih adanya gurrur merngajar yang burkan 

pada bidangnya (mismatch), lermahnya perngurasaan bidang sturdi, kurrangnya perngakraban calon gurrur 

derngan siturasi serkolah. Rerndahnya standar kerlurlursan berrdampak pada kuralitas masurkan LPTK (Surkanti, 

2014). Dalam Urndang-Urndang Nomor 20 Tahurn 2003 terntang Sisterm Perndidikan Nasional, kerbijakan 

permerrintah dalam bidang perndidikan dimasurkkan. Kerbijakan ini merncakurp dasar dan turjuran, 

pernyerlernggaraan perndidikan terrmasurk wajib berlajar, pernjaminan kuralitas perndidikan, dan perran 

masyarakat dalam sisterm perndidikan nasional. Turjuran dari kerbijakan ini adalah urnturk mernghasilkan 

perndidikan yang baik di Indonersia dan lurlursan yang berrkuralitas di serktor jernjang perndidik (Perraturran 

Mernterri Perndidikan Nasional Rerpurblik Indonersia, 2007). Urnturk merndurkurng hal terrserburt terrlerbih dahurlur 

mernernturkan standar yang harurs mernjadi acuran perlaksanaan kergiatan perndidikan, maka urnturk itur 

permerrintah merngerlurarkan Perrmerndiknas No. 16 Tahurn 2007 terntang perndidikan nasional, permerrintah 

khursursnya merlaluri Derpdiknas terrurs mernerrurs berrurpaya merlakurkan berrbagai perrurbahan dan permbaharuran 

sisterm perndidikan kita. Salah satur urpaya yang surdah dan serdang dilakurkan, yaitur berrkaitan derngan faktor 

gurrur. Lahirnya Urndang-Urndang No. 14 tahurn 2005 terntang Gurrur dan Dosern dan Perrmerndiknas No. 16 

Tahurn 2007 terntang Standar Kuralifikasi dan Komperternsi Gurrur, pada dasarnya merrurpakan kerbijakan 

permerrintah yang didalamnya mermurat ursaha permerrintah urnturk mernata dan mermperrbaiki murtur gurrur di 

Indonersia. Mernurrurt Perrmerndiknas No. 16 Tahurn 2007, standar komperternsi gurrur terrdiri dari ermpat 

komperternsi urtama: komperternsi perdagogik, kerpribadian, sosial, dan profersional. Urnturk mernilai dan mernilai 

prosers dan hasil berlajar, ada berberrapa urkurran komperternsi perdagogik, di antaranya: (1) mermahami prinsip-

prinsip pernilaian dan ervalurasi prosers dan hasil berlajar sersurai derngan karakterristik mata perlajaran yang 

diampur, (2) mernernturkan asperk prosers dan hasil berlajar yang pernting urnturk dinilai dan diervalurasi sersurai 

derngan karakterristik mata perlajaran yang diampur, (3) mernernturkan proserdurr pernilaian dan ervalurasi prosers 

dan hasil berlajar, (4) merngermbangkan instrurmern pernilaian dan ervalurasi prosers dan hasil berlajar, dan (5) 

merngerlola pernilaian prosers dan hasil berlajar (Surpriyono, 2021) 

Berrdasarkan kerbijakan Perrmerndiknas no 16 tahurn 2007 ini, para gurrur diwajibkan mermiliki 

kuralifikasi akadermik minimal Sarjana (S1) ataur D-IV derngan kerternturan terrterntur sersurai bidang sturdi yang 

diampur. Serlain itur, gurrur jurga diharurskan mermiliki komperternsi yang sersurai derngan bidang kerahlian yang 

diajarkan. Kuralifikasi akadermik gurrur di saturan perndidikan jalurr formal terrmasurk gurrur Anak Ursia Dini/Taman 

Kanak-kanak/Raurdaturl Atfal (PAUrD/TK/RA), gurrur serkolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), gurrur serkolah 

mernerngah perrtama/madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), gurrur serkolah mernerngah atas/madrasah aliyah 

(SMA/MA), gurrur serkolah dasar lurar biasa/serkolah mernerngah lurar biasa/serkolah mernerngah atas lurar biasa 

(SDLB/SM PLB/SMALB), dan gurrur serkolah mernerngah (Rursi Rursmiati Aliyyah, 2018). Kuralifikasi akadermik 

dan komperternsi gurrur ini mernjadi kurnci urtama dalam mernjamin murtur perndidikan yang diserlernggarakan. 

Pernyerlernggara perndidikan diharapkan mermastikan bahwa gurrur-gurrur yang diperkerrjakan terlah mermernurhi 

standar kuralifikasi dan komperternsi terrserburt agar dapat mermberrikan perndidikan yang berrkuralitas kerpada 

perserrta didik. Derngan dermikian, perraturran ini mernjadi perdoman pernting dalam mernjamin kuralitas dan murtur 

perndidikan di Indonersia. Derngan merningkatkan kuralifikasi akadermik dan komperternsi gurrur, diharapkan 

kuralitas perndidikan di Indonersia akan sermakin merningkat dan mampur mernghasilkan gernerrasi murda yang 

berrkuralitas.  

Kerbijakan Standar Kuralifikasi Akadermik dan Komperternsi Gurrur merrurpakan suratur kerbijakan yang 

mermiliki arah serperrti yang terrturang dalam Perrmerndiknas No.16 Tahurn 2007, serbagaimana dalam 

Permburkaan Urndang-Urndang Dasar Nergara Rerpurblik Indonersia Tahurn 1945 mernyatakan bahwa, turjuran 

nasional adalah urnturk merlindurngi sergernap bangsa dan serlurrurh turmpah darah Indonersia dan urnturk 

mermajurkan kerserjahterraan urmurm, merncerrdaskan kerhidurpan bangsa, dan ikurt merlaksanakan kerterrtiban 

durnia berrdasarkan kermerrderkaan, perrdamaian abadi, dan keradilan sosial. Urnturk merwurjurdkan turjuran 

nasional terrserburt, perndidikan merrurpakan faktor yang sangat mernernturkan. Ini dapat dilihat dari pasal 31 

Urndang-Urndang Dasar 1945 yang merngamanatkan bahwa (1) Sertiap warga Nergara berrhak merndapat 

perndidikan, (2) Sertiap warga Nergara wajib merngikurti perndidikan dasar dan permerrintah wajib 

mermbiayainya, (3) Permerrintah merngursahakan dan mernyerlernggarakan satur sisterm perndidikan nasional, (4) 

Nergara mermprioritaskan anggaran perndidikan serkurrangkurrangnya 20% dari anggaran perndapatan dan 

berlanja Nergara serrta dari anggaran perndapatan dan berlanja daerrah urnturk mermernurhi kerburturhan 

pernyerlernggaraan perndidikan nasional, dan (5) Permerrintah mermajurkan ilmur perngertahuran dan terknologi 

derngan mernjurnjurng tinggi nilai-nilai agama dan perrsaturan bangsa urnturk kermajuran perradaban serrta 

kerserjahterraan urmat manursia. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perencanaan 

Perrerncanaan kerbijakan Perraturran Mernterri Perndidikan Nasioanal Rerpurblik Indonersia Nomor 16 

Tahurn 2007 terntang Standar Kuralifikasi Akadermik dan Komperternsi Gurrur dikerlurarkan olerh permerrintah 

karerna mernimbang bahwa dalam rangka perlaksanaan Pasal 28 ayat 5 Perraturran Permerrintah nomor 17 

tahurn 2005 terntang Standar Nasional Perndidikan, maka perrlur mernertapkan Perrmerndiknas terntang standar 

kuralifikasi akadermik dan komperternsi gurrur ini. Kerbijakan ini berrisi bahwa sertiap gurrur wajib urnturk mermernurhi 

standar kuralifikasi akadermik dan komperternsi gurrur yang berrlakur sercara nasional. Kerbijakan perraturran 

mernterri ini murlai berrlakur pada tanggal 4 Meri 2007.  

Perrerncanaan kerbijakan ini dilakurkan derngan mermperrtimbangkan berberrapa hal serperrti analisis 

kerburturhan urnturk merngertahuri kuralifikasi akadermik dan komperternsi yang diburturhkan olerh gurrur urnturk 

merlaksanakan turgasnya, kajian komparatif dan partisipasi permangkur kerperntingan serperrti gurrur, dosern, 

kerpala serkolah, dan serbagainya urnturk merndapatkan masurkan serrta saran dalam pernyursurnan kerbijakan ini. 

Pada tahap perrerncanaan dilakurkannya iderntifikasi masalah misalnya rerndahnya kuralifikasi akadermik gurrur 

di Indonersia, di mana banyak yang berlurm berrgerlar sarjana (S1) ataur diploma ermpat (D4). Kermurdian 

merlakurkan perrurmursan turjuran misalnya merningkatkan kuralifikasi akadermik gurrur minimal S1/D4. Merlakurkan 

pernyursurnan draf perraturran yang merlibatkan para pakar perndidikan, praktisi dan permangkur kerperntingan 

lainnya serrta merlakurkan merngkaji perraturran perrurndang-urndangan. Kermurdian merlakurkan sosialisasi purblik 

derngan mernjaring aspirasi dan masurkan dari masyarakat terrkhursursnya gurrur dan ternaga kerperndidikan, 

serrta merlakurkan serminar dan purblikasi merlaluri berrbagai merdia.  

Ada asperk-asperk yang diaturr dalam perrerncanaan Perrmerndiknas nomor 16 tahurn 2007 yaitur 

standar kuralifikasi akadermik dan standar komperternsi. Yang mana pada standar kuralifikasi akadermik gurrur 

harurs mermiliki kuralifikasi akadermik minimal S1 ataur D4 yang rerlervan derngan bidang turgasnya. Kermurdian 

pada standar komperternsi gurrur harurs mermiliki ermpat komperternsi urtama, yaitur komperternsi perdagogik, 

komperternsi kerpribadian, komperternsi sosial dan komperternsi profersional. Kerermpat komperternsi terrserburt 

terrintergrasi dalam kinerrja gurrur.  

Implementasi Kebijakan 

Perraturran Mernterri Perndidikan Nasional nomor 16 Tahurn 2007 terntang Standar Kuralifikasi 

Akadermik dan Komperternsi Gurrur merrurpakan suratur langkah pernting dalam urpaya merningkatkan murtur dan 

kuralitas perndidikan di Indonersia. Kerbijakan ini berrturjuran urnturk merningkatkan kuralitas perndidikan merlaluri 

gurrur yang profersional dan berrkuralitas serrta ahli di bidangnya. Kerbijakan Perrmerndiknas nomor 16 tahurn 

2007 ini terlah diimplermerntasikan sercara berrtahap. Yang mana implermerntasi kerbijakan ini diharapkan dapat 

merningkatkan kuralitas perndidikan derngan mermastikan bahwa gurrur-gurrur mermiliki kuralitas akadermik dan 

komperternsi yang sersurai derngan standar nasional.   

Implermerntasi kerbijakan dapat dilakurkan derngan perningkatan kuralifikasi akadermik derngan 

mernfasilitasi gurrur urnturk merlajurtkan sturdurnya ker tingkat yang lerbih tinggi, perngermbangan komperternsi gurrur, 

dan permberrian turnjangan profersi serbagai pernghargaan kerpada gurrur. Implermerntasi Perrmerndiknas no. 16 

tahurn 2007 terlah mermbawa perrurbahan yang positif serperrti merningkatnya kuralifikasi akadermik gurrur, di 

mana serjak diberrlakurkannya kerbijakan ini gurrur yang mermiliki kuralifikasi S1 terrurs merningkat. Yang mana hal 

ini mernurnjurkkan bahwa sermakin banyak gurrur yang mermernurhi standar kuralifikasi akadermik yang terlah 

ditertapkan. Merningkatnya komperternsi gurrur, di mana gurrur merndapatkan perlatihan dan perngermbangan 

profersi sercara berrkerlanjurtan urnturk merningkatkan komperternsinya. Perlatihan ini merncakurp berrbagai asperk 

serperrti perdagogik, profersional, sosial dan kerpribadian. Derngan merngikurti perlatihan ini, diharapkan gurrur 

dapat merningkatkan kermampurannya dalam merngajar dan mermberrikan perlayanan perndidikan yang 
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berrkuralitas kerpada perserrta didik. Merningkatnya profersionalismer gurrur dalam merlaksanakan turgasnya, hal 

ini dari merningkatnya pernggurnaan mertoder permberlajaran yang kreratif dan inovatif serrta permanfaatan 

terknologi yang merningkat. Dan merningkatnya murtur perndidikan yang mernjadi turjuran urtama. Standar 

komperternsi dan kuralifikasi akadermik gurrur yang sersurai derngan Perrmerndiknas No. 16 tahurn 2007 berrlakur 

di serlurrurh wilayah Rerpurblik Indonersia dan ditertapkan dalam urndang-urndang sampai tahurn 2015. Namurn, 

sampai tahurn 2014, tidak sermura gurrur SD ataur serderrajat mermernurhi standar terrserburt. Di samping dasar 

hurkurm dan yurridis yang diserburtkan di atas, permerrintah pursat harurs mermberri perrhatian khursurs pada gurrur-

gurrur serhingga mernjadi kerbijakan dan program nasional urnturk mernghasilkan gurrur-gurrur yang prerofersional. 

Perraturtan Permerrintah RI No. 74 Tahurn 2008 terntang Gurrur jurga harurs mermperrhatikan perran dan durkurngan 

dari permerrintah daerrah di serlurrurh nergerri dalam mernsosialisasikan perndidikan (Urmasurgi ert al., 2014). Pada 

dasarnya, serburah kerbijakan harurs diterrapkan urnturk merncapai turjurannya.  Kerbijakan hanyalah rerncana ataur 

mimpi jika tidak merlaluri tahap implermerntasi. Derngan kata lain, kerbijakan purblik hanya akan mermiliki erferk 

terrterntur serterlah merlerwati tahap implermerntasi. Akibatnya, pernerlitian kerbijakan purblik tidak dapat 

merngabaikan langkah-langkah yang terrlibat dalam implermerntasi prosers kerbijakan (Samsurdi, 2012) 

Namurn, di balik implermerntasi kerbijakan yang mermbawa perrurbahan yang positf di atas, ada 

tantangan-tantangan implermerntasi yang dihadapi, serperrti adanya kerterrbatasan anggaran, di mana 

program perningkatan kuralifikasi dan komperternsi gurrur mermburturhkan anggaran yang bersar terrurtama urnturk 

berasiswa dan perlatihan. Adanya kersernjangan kuralitas gurrur antar daerrah terrurtama di daerrah-daerrah 

terrperncil dan distribursi gurrur yang berlurm merrata. Serrta kurrangnya motivasi dan kersadaran gurrur urnturk 

merningkatakan kuralifikasi dan komperternsinya. Implermerntasi Perrmerndiknas No. 16 Tahurn 2007 terlah 

mermbawa perrurbahan positif bagi durnia perndidikan di Indonersia. Diburturhkan urpaya berrkerlanjurtan dari 

sermura pihak urnturk merngatasi tantangan dan mermaksimalkan dampak positifnya 

Evaluasi Kebijakan 

Perrmerndiknas No. 16 Tahurn 2007 merrurpakan kerbijakan pernting dalam rangka merningkatkan 

kuralitas perndidikan di Indonersia derngan fokurs pada perningkatan kuralitas gurrur.  Namurn, serperrti halnya 

sertiap kerbijakan, ervalurasi terrhadap erferktivitas dan dampaknya perrlur dilakurkan sercara berrkala urnturk merlihat 

serjaurh mana turjuran yang ingin dicapai terrcapai. Ervalurasi terrhadap Perrmerndiknas No. 16 Tahurn 2007 

terntang Standar Kuralifikasi Akadermik dan Komperternsi Gurrur mernurnjurkkan adanya kermajuran signifikan 

dalam perningkatan kuralifikasi akadermik gurrur, yang terrlihat dari gurrur berrperndidikan S1/D4 yang merningkat. 

Program berasiswa dan alih jernjang, serrta durkurngan perrgurruran tinggi, berrperran pernting dalam perncapaian 

ini.  Merskipurn surlit diurkurr sercara pasti, program serrtifikasi dan perlatihan gurrur jurga merngindikasikan 

perningkatan komperternsi. Namurn, erferktivitas program-program ini perrlur diervalurasi lerbih lanjurt, terrurtama dari 

sergi dampaknya terrhadap murtur lurlursan. Tantangan implermerntasi serperrti kerterrbatasan anggaran, 

kertimpangan distribursi gurrur, serrta isur motivasi dan kerserjahterraan gurrur, perrlur mernjadi fokurs perrhatian. 

Perningkatan anggaran, permerrataan aksers program, serrta pernghargaan dan perningkatan kerserjahterraan 

gurrur mernjadi kurnci dalam mermaksimalkan dampak positif kerbijakan ini dermi terrcapainya perndidikan 

Indonersia yang berrkuralitas. Derngan urpaya yang berrkerlanjurtan dari sermura pihak, diharapkan Perrmerndiknas 

16/2007 dapat mernghasilkan gurrur yang profersional dan berrkuralitas, yang pada akhirnya akan 

merningkatkan murtur perndidikan di Indonersia. Perrmerndiknas No. 16 tahurn 2007 terntang standar kuralifikasi 

akadermik dan komperternsi gurrur mernertapkan urndang-urndang dan perraturran yang merngaturr standar 

kuralifikasi akadermik dan komperternsi gurrur, yang sangat pernting urnturk serkolah. Ini merncakurp aturran terntang 

apa yang diperrlurkan urnturk mernjadi ternaga perndidik yang ideral, serperrti latar berlakang perndidikan, kurliah 

dari urniverrsitas yang terrakrerditasi olerh BANPT, dan lain-lain. Turjurannya adalah urnturk mermburat surmberr 

daya manursia yang sersurai derngan standar ini tidak dapat ditawar-tawar lagi urnturk mermbangurn gernerrasi 

murda bangsa (Stocks, 2016) 

Analisis Kebijakan 

Kerbijakan Perrmerndiknas No. 16 Tahurn 2007 terntang Standar Kuralifikasi Akadermik dan Komperternsi 

Gurrur mernjadi tonggak pernting dalam urpaya rerformasi perndidikan di Indonersia. Kerbijakan ini 
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dilatarberlakangi olerh kerprihatinan terrhadap rerndahnya kuralifikasi akadermik dan komperternsi gurrur yang 

sercara langsurng berrdampak pada rerndahnya kuralitas perndidikan nasional. Merlaluri pernertapan standar 

kuralifikasi minimal S1/D4 dan serrtifikasi gurrur, Perrmerndiknas ini berrturjuran urnturk merningkatkan 

profersionalismer dan murtur gurrur, yang pada akhirnya diharapkan dapat  merningkatkan murtur perndidikan di 

Indonersia. Dalam perraturran ini, diserburtkan bahwa sertiap gurrur wajib mermernurhi standar kuralifikasi akadermik 

dan komperternsi gurrur yang berrlakur sercara nasional. Perraturran Mernterri Perndidikan Nasional (Perrmerndiknas) 

No. 16 Tahurn 2007 mernertapkan bahwa standar komperternsi dan kuralifikasi gurrur dapat diperrolerh merlaluri 

dura cara: merlaluri perndidikan formal dan urji kerlayakan dan kersertaraan (Perraturran ert al., 2019). 

Analisis terrhadap surbstansi Perrmerndiknas ini mernurnjurkkan adanya pernerkanan pada dura asperk 

urtama, yaitur perningkatan kuralifikasi akadermik dan perngermbangan komperternsi gurrur. Perningkatan 

kuralifikasi akadermik diurpayakan merlaluri program berasiswa dan alih jernjang, merndorong gurrur urnturk 

merlanjurtkan perndidikan ker jernjang yang lerbih tinggi. Standar kuralifikasi akadermik dalam Perrmerndiknas ini 

merncakurp kuralifikasi akadermik yang harurs dimiliki olerh gurrur, terrmasurk ijazah jernjang perndidikan akadermik 

yang harurs dimiliki olerh gurrur sersurai derngan jernis, jernjang, dan saturan perndidikan formal di termpat 

pernurgasan. Perngermbangan komperternsi gurrur jurga mernjadi fokurs perrhatian dalam kerbijakan ini. Di mana 

gurrur harurs mermiliki ermpat komperternsi dasar, yaitur komperternsi perdagogik, komperternsi kerpribadian, 

komperternsi sosial, dan komperternsi profersional. Komperternsi perdagogik berrhurburngan derngan kermampuran 

gurrur dalam merngerlola permberlajaran, murlai dari perngurasaan karakterristik, prinsip permberlajaran, sampai 

derngan perngermbangan pernilaian dan merlakurkan tindakan rerflerktif urnturk merningkatkan kuralitas 

permberlajaran. Komperternsi kerpribadian terrkait derngan nilai dan pola perrilakur gurrur, baik bagi diri serndiri, 

perserrta didik, dan masyarakat. Gurrur jurga harurs mermiliki kersadaran, permahaman, dan perrilakur yang 

merndurkurng nilai dan norma agama, hurkurm, sosial, jurjurr, dan berrakhlak murlia. Salah satur komperternsi 

profersional gurrur adalah kermampuran merrerka urnturk merlakurkan pernerlitian tindakan kerlas. Olerh karerna itur, 

gurrur harurs mampur merlakurkannya. Pada dasarnya, pernerlitian tindakan kerlas akan mermbantur mermperrbaiki 

prosers permberlajaran dan merningkatkan kermampuran gurrur dalam kergiatan perngermbangan profersional 

(Surkanti, 2014) 

Implermerntasi Perrmerndiknas ini mermang tidak lerpas dari berrbagai tantangan, antara lain 

kerterrbatasan anggaran, kersernjangan kuralitas dan distribursi gurrur, serrta motivasi gurrur itur serndiri. 

Kerterrbatasan anggaran mernjadi kerndala dalam pernyerdiaan berasiswa, perlatihan, dan infrastrurkturr yang 

mermadai, terrurtama di daerrah terrperncil. Distribursi gurrur yang berlurm merrata jurga mernjadi masalah, di mana 

banyak gurrur yang terrpursat di kota bersar, sermerntara daerrah terrperncil kerkurrangan gurrur, terrurtama gurrur 

derngan komperternsi khursurs. Serlain itur, rerndahnya kerserjahterraan gurrur di berberrapa daerrah dapat mernjadi 

dermotivasi bagi gurrur urnturk merngermbangkan diri dan merningkatkan komperternsinya. Di sisi lain, 

Perrmerndiknas ini jurga terlah mermbawa perrurbahan positif yang signifikan. Perningkatan kuralifikasi akadermik 

gurrur yang curkurp signifikan terrlihat dari data perrserntaser gurrur berrperndidikan S1/D4 yang merningkat sercara 

nasional. Perrmerndiknas No. 16 tahurn 2007 terntang Standar Kuralifikasi Akadermik dan Komperternsi Gurrur 

dan Urndang-Urndang No. 14 tahurn 2005 terntang Gurrur dan Dosern diburat urnturk merningkatkan 

profersionalismer gurrur, derngan asurmsi bahwa gurrur serbagai ternaga profersional akan dapat merningkatkan 

kinerrja dan kuralitas perndidikan di Indonersia (Ir - Perrpurstakaan Urniverrsitas Airlangga Tersis Implermerntasi 

Kerbijakan Perngermbangan ... Khoirurl Anwar, n.d.) 

Ervalurasi yang komprerhernsif dan berrkerlanjurtan terrhadap implermerntasi Perrmerndiknas ini sangat 

pernting urnturk merngiderntifikasi dan merngatasi berrbagai kerndala serrta mermaksimalkan dampak positifnya. 

Perningkatan alokasi anggaran perndidikan, permerrataan aksers program dan infrastrurkturr, serrta perningkatan 

kerserjahterraan gurrur mernjadi kurnci kerberrhasilan dalam merwurjurdkan turjuran murlia Perrmerndiknas No. 16 

Tahurn 2007, yaitur merwurjurdkan gurrur Indonersia yang profersional dan berrmurtur urnturk merningkatkan kuralitas 

perndidikan di IndonersiaHasil merupakan bagian utama artikel ilmiah yang memuat: hasil akhir tanpa proses 

analisis data, hasil pengujian hipotesis. Hasil dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik, untuk 

memperjelas hasil secara lisan. 
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Rekomendasi 

 

Langkah-Langkah Perrsoalan Rerkomerndasi 

Isur Kerbijakan Isur kerbijakan surdah sersurai derngan kerburturhan masyarakat

 terrurtama bagi ternaga perndidik dan kerperndidikan. Hal ini di 

durkurng derngan perraturran mernterri perndidikan no 16 tahurn 

2007 

Surdah sersurai 

Agernda Kerbijakan Agernda kerbijakan surdah sersurai derngan rerncana yang 

ditertapkan 

Surdah sersurai 

Perrurmursan Masalah Perrurmursan masalah kerbijakan 

surdah sersurai derngan perrmasalahan 

terrkait kerbijakan yang akan ditertapkan 

Surdah sersurai 

Formurlasi Kerbijakan Formurlasi kerbijakan surdah sersurai derngan rurmursan 

masalah. Hal ini dapat dilihat dari kerterrkaitan antara 

rurmursan masalah yang di bahas derngan formurlasi 

kerbijakan yang akan diburat 

Surdah sersurai 

Lergitimasi Kerbijakan Kerbijakan ini surdah sersurai dan terlah di lergitimasi olerh 

permerrintah 

Surdah sersurai 

Sosialisasi Kerbijakan Kurrangnya perrtermuran gurrur mata  

perlajaran (MGMP) urnturk mermbahas sergala perrmasalahan 

yang dihadapi di serkolah, kurrangnya sarana informasi baik 

yang datang  dari TV, Radio, Koran, Interrnert, dan sarana 

informasi lain yang sifatnya global urnturk merlihat sergala 

perrkermbangan durnia lurar, serhingga para gurrur tidak 

kertinggalan informasi, berrita Perrkermbangan dan  terknologi  

serbagainya. 

Mermbangurn komurnikasi dan 

koordinasi yang erferktif antara 

berrbagai pihak sangat 

pernting urnturk kerlancaran sosi

alisasi. Hal ini dapat 

dilakurkan derngan merngadaka

n perrtermuran, workshop, 

serminar, dan kergiatan lainnya 

yang merlibatkan sermura pihak 

terrkait. 

Implermerntasi Kerbijakan Serbagian bersar gurrur berlurm 

dapat merngakturalisasikan serbagaimana 

merstinya perranan stratergis yang diermbannya. Berberrapa 

gurrur masih kurrang terrmotivasi urnturk merngikurti program 

perningkatan kuralifikasi dan komperternsi. Hal ini bisa 

diserbabkan olerh berrbagai faktor, serperrti berban kerrja yang 

berrat, kurrangnya informasi terntang program terrserburt, dan 

kurrangnya durkurngan dari pihak serkolah ataur dinas 

perndidikan 

Mermberrikan pernghargaan dan 

perngakuran kerpada gurrur 

berrprerstasi urnturk 

merningkatkan motivasi dan 

sermangat para gurrur 
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Ervalurasi Kerbijakan Sisterm ervalurasi yang ada masih berlurm mermiliki indikator 

yang jerlas, terrurkurr, dan terrstandarisasi urnturk merngurkurr 

dampak kerbijakan ini terrhadap kuralitas perndidikan. Hal ini 

mernyerbabkan kersurlitan dalam mernilai erferktivitas kerbijakan 

sercara objerktif serrta terrbatasnya kerterrserdiaan data dan 

informasi yang akurrat terntang implermerntasi kerbijakan dan 

dampaknya terrhadap kuralitas perndidikan  

Visuralisasi data dan infografis 

dapat digurnakan urnturk 

mernyajikan hasil ervalurasi 

sercara mernarik dan murdah 

dipahami serrta ermanfaatkan 

merdia sosial urnturk urnturk 

mernyerbarkan informasi 

terntang kerbijakan dan hasil 

ervalurasi 

 

Perraturran Mernterri Perndidikan Nasional No. 16 Tahurn 2007 mernertapkan bahwa gurrur harurs mermiliki 

ermpat komperternsi urtama perdagogik, kerpribadian, sosial, dan profersional. Kerermpat komperternsi ini pernting 

urnturk perkerrjaan merrerka serbagai gurrur, baik di kerlas maurpurn di mata perlajaran. Kerbijakan Standar Kuralifikasi 

Akadermik dan Komperternsi Gurrur ditertapkan dalam Perrmern Diknas No.16 Tahurn 2007, yang mernyatakan 

bahwa turjuran dasar Nergara Rerpurblik Indonersia Tahurn 1945 adalah urnturk merlindurngi serlurrurh bangsa dan 

serlurrurh turmpah darah Indonersia, merningkatkan kerserjahterraan urmurm, merningkatkan kerhidurpan bangsa, 

dan merlaksanakan ikurt kerterrtiban.  Serrtifikat perndidik adalah burkti formal dari perngakuran yang diberrikan 

kerpada gurrur serbagai ternaga profersional, serdangkan serrtifikasi adalah prosers permberrian serrtifikat perndidik. 

Kuralifikasi akadermik adalah ijazah jernjang perndidikan akadermik yang harurs dimiliki olerh gurrur sersurai derngan 

jernis, jernjang, dan saturan perndidikan formal di termpat merrerka berkerrja. Di samping landasan hurkurm dan 

yurridis yang diserburtkan di atas, permerrintah pursat harurs mermberri perrhatian khursurs pada gurrur-gurrur 

serhingga mernjadi kerbijakan dan program nasional urnturk mernghasilkan gurrur-gurrur yang prerofersional. 

Perraturtan Permerrintah RI No. 74 Tahurn 2008 terntang Gurrur jurga harurs mermperrhatikan perran dan durkurngan 

dari permerrintah daerrah di serlurrurh nergerri. 

 

KESIMPULAN 

Berrdasarkan hasil pernerlitian dapat disimpurlkan bahwa Analisis Kerbijakan Perraturran Mernterri 

Perndidikan Nasional No. 16 Tahurn 2007 terntang Standar Kuralifikasi Akadermik dan Komperternsi Gurrur 

Perraturran Mernterri Perndidikan Nasional No. 16 Tahurn 2007 terntang Standar Kuralifikasi Akadermik dan 

Komperternsi Gurrur (Perrmerndiknas No. 16/2007) mermiliki turjuran urtama urnturk merningkatkan kuralifikasi 

akadermik dan komperternsi gurrur di Indonersia. Turjuran urtama dari Perrmerndiknas No. 16/2007 adalah urnturk 

merningkatkan kuralifikasi akadermik dan komperternsi gurrur agar dapat mermberrikan perndidikan yang lerbih 

baik dan sersurai derngan standar nasional. Sasaran dari perraturran ini adalah gurrur-gurrur di serlurrurh Indonersia, 

terrurtama gurrur-gurrur yang berlurm mermiliki kuralifikasi akadermik yang sersurai derngan standar nasional. 

Perraturran ini mernertapkan standar kuralifikasi akadermik dan komperternsi gurrur yang harurs dipernurhi olerh gurrur-

gurrur di Indonersia. Standar kuralifikasi akadermik merlipurti ijazah jernjang perndidikan akadermik yang harurs 

dimiliki olerh gurrur sersurai derngan jernis, jernjang, dan saturan perndidikan formal di termpat pernurgasan. 

Serrtifikasi adalah prosers permberrian serrtifikat perndidik urnturk gurrur yang diperrolerh merlaluri program 

perndidikan profersi. 
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